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ABSTRAK 

       Judicial Review (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan 

untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan 

oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. 

Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative 

acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekensi dari 

dianutnya prinsip “checks and balances” berdasarkan doktrin pemisahan 

kekuasaan (separation of power). Karena itu kewenangan untuk melakukan 

judicial review itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada 

pejabat lain. Jika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga 

parlemen, maka pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai judicial review, 

melainkan legislative review.  

Berdasarkan studi kasus diatas , maka dapat mengetengahkan perumusan masalah 

yaitu bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengatur sistem 

Hukum yang ada di Indonesia terhadap Undang Undang yang bertentangan 

dengan UUD 1945 dan mekanisme dalam pengajuan Juducial Review. 

Dengan menggunakan penelitian yuridis normative, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pertama dengan dibentuk dan ditetapkannya UU. No. 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas suatu 

undang-undang, sering dikenal dan disebut dengan istilah Judicial Review. Kedua 

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk mengajukan 

Permohonan Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

apabila menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 

berlakunya undang-undang. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon 

sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU 

MK). 
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